BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

5.1.1

Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa

Meskipun dari kasus-kasus diatas para hakim telah sebisa mungkin berlaku
secara adil dan menjunjung kepastian hukum dalam mengadili kasus pembelaan
terpaksa, namun terdapat beberapa faktor yang berakibat terjadinya beberapa
perbedaaan putusan atau disparitas terhadap kasus-kasus pembelaan terpaksa
tersebut. Putusan terhadap kasus pembelaan terpaksa yang terjadi di Indonesia
kerap kali terdapat adanya disparitas pidana terhadap putusan para hakim seperti
halnya pada lima kasus putusan terhadap kasus pembelaan terpaksa yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya yang memiliki putusan serta pertimbangan hakim
yang berbeda-beda pula dalam menghadapi satu jenis kasus yang sama, hal ini
dikarenakan Pasal 49 KUHP memiliki makna yang luas terhadap tindakan
pembelaan terpaksa seharusnya pembelaan terpaksa itu dilakukan, oleh karena itu
para hakim dalam putusannya menafsirkan apa itu yang disebut dengan pembelaan
terpaksa dan bagaimana seharusnya pembelaan terpaksa itu dilakukan, hal itu
menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan putusan atau disparitas terhadap
kasus pembelaan terpaksa, disparitas juga terjadi karena disparitas pidana itu
sendiri diperbolehkan, menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana
penjara paling sebentar adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun
berturut-turut, disparitas pidana ini dapat diartikan sebagai penerapan tindak
pidana yang tidak sama terhadap suatu kasus dengan tindak pidana yang serupa.
Faktor dari terjadinya disparitas pidana ini adalah tidak adanya pedoman bagi
hakim yang secara rinci menjelaskan dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan
bahwa disparitas pidana adalah penjatuhan putusan yang tidak sama terhadap
tindak pidana yang sejenis, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh tiga sumber

utamanya Yyaitu, yang pertama disparitas pidana yang disebabkan oleh sistem
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hukum itu sendiri. Sistem hukum Indonesia yang merupakan Civil Law yang tidak
mewajibkan para hakim untuk terikat dan mengikuti terhadap Yurisprudensi atau
putusan hakim terdahulu dalam kasus yang sejenis, lalu sumber yang berasal dari
hakim itu sendiri, dimana dasar penjatuhan putusan dari suatu tindak pidana oleh
hakim diatur pada Pasal 197 huruf f KUHAP yang menjelaskan pengambilan
putusan oleh hakim selain harus memperhatikan hal-hal yang melingkupi terdakwa
yakni berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
serta harus juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu. Tujuan pemidanaan
adalah agar terdakwa dididik ke arah jalan yang benar sebagaimana anggota
masyarakat lainnya serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap
masyarakat.

Lalu yang kedua adalah disparitas yang bersumber dari terdakwa, dimana
terjadinya disparitas dipengaruhi oleh terdakwa itu sendiri pada saat melakukan
tindak pidananya, dalam hal melakukan upaya pembelaan terpaksa penjatuhan
putusannya tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan serta yang meringankan
terdakwa, hal-hal seperti usia, latar belakang, keadaan, serta jenis kelamin pun
dapat membuat hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda untuk kasus yang
sejenis.

Selanjutnya yang bersumber dari pendapat dari terdakwa ataupun masyarakat
dalam melihat putusan yang diberikan oleh hakim, terdakwa yang sudah
dinyatakan bersalah dan dihukum dalam kasus pembelaan terpaksa akan
membandingkan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap dirinya dengan
putusan hakim lain terhadap kasus lain sejenis yang tentu masyarakat pun akan
melakukan hal yang sama, apabila terdakwa dan masyarakat merasakan adanya
ketidakadilan terhadap putusan hakim tersebut tentu itu dapat menimbulkan
keraguan akan keadilan serta rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan
lembaga peradilan. Walaupun teradapat berbagai faktor penyebab terjadinya
disparitas pidana, namun hakimlah yang pada akhirnya akan menentukan terjadi
atau tidak terjadinya disparitas pidana. Masalah mengenai disparitas pidana ini

akan terus terjadi karena adanya jarak sanski minimal serta maksimal, hal ini juga
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dipengaruhi oleh para pembentuk undang-undang yang tidak menciptakan standar
untuk merumuskan sanksi pidana.
5.1.2 Disparitas dan Cara Untuk Menguranginya

Terjadinya disparitas pidana merupakan hal yang wajar, apabila putusan
tersebut disertai dan didukung dengan alasan yang kuat serta memiliki dasar
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan. Karena
penjatuhan putusan yang terdapat disparitas maka masalahnya bukan ada pada cara
untuk menghilangkan disparitas tersebut, melainkan adanya disparitas putusan
tersebut harus mengandung rasionalitas. Namun terdapat cara untuk mengurangi
terjadinya disparitas pidana agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang
tinggi pada badan pengadilan sehingga tidak skeptis terharap para penegak hukum
dengan cara melakukan perbuatan main hakim. Cara untuk mengurangi terjadinya
disparitas pidana terhadap putusan pembelaan terpaksa adalah dengna menyusun
suatu pedoman pemidanaan khususnya untuk kasus pembelaan terpaksa ini.
Karena pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para hakim
untuk menjatuhkan sanksi pidana agar tidak terjadi disparitas yang begitu jauh.
Saat ini pedoman pemidanaan telah dituangkan di dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 54. Karena pedoman pemidanaan
akan membantu hakim dalam menjalankan seperti membantu menentukan jenis
serta besar sanksi pidana yang harus diberikan pada suatu perkara, serta juga dapat
memperkecil adanya subjektivitas penilaian sehingga dapat menjamin terjadinya
konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Selain
itu juga hakim dapat mengikuti diklat berkelanjutan yang telah diselenggarakan
oleh Mahkamah Agung agar memiliki pola pemikiran yang seragam dan memiliki
kode etik hakim yang berdasarkan pada hukum progresif. Hal ini diharapkan agar

menghasilkan putusan hukum yang adil.
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Saran

5.1.3

Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penyelesaian terhadap kasus
pembelaan terpaksa oleh hakim harus lebih dilakukan dengan seksama dan cermat
demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum karena kasus pembelaan
terpaksa tidaklah sama dengan kasus hukum pidana lain yang sebagian besar
memang pada pokoknya tidak dibenarkan baik oleh peraturan perundang-
undangan, maupun oleh norma sosial. Namun hal ini berbeda dengan kasus
pembelaan terpaksa karena di dalamnya terjadi berbagai peristiwa hukum yang
kemungkinan besar juga terjadi adanya pelanggaran hukum seperti penganiayaan
yang bahkan menyebabkan orang meninggal, namun yang perlu digarisbawahi
adalah terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut sedari awal
memang tidak berniat dan menghendaki adanya penganiayaan tersebut, para
terdakwa hanyalah manusia biasa yang memiliki insting untuk melindungi
dirinya, orang disekitarnya , hartanya maupun harta milik orang lain serta insting
bertahan hidup yang membuat terdakwa melakukan apapun dalam keadaan yang
terdesak demi keselamatannya, ataupun keselaman orang lain.

Oleh karena itu kasus pembelaan terpaksa adalah hal menarik perhatian
masyarakat, karena disitu masyarakat akan memperhatikan dengan seksama
apakah hakim dapat berperilaku adil dalam menangani kasus tersebut, berdasarkan
hal itu maka penulis berpendapat bahwa untuk menangani kasus pembelaan
terpaksa hakim harus memberikan suatu wadah kepada masyarakat tentang
pertimbangan-pertimbangan hukum dari kasus-kasus pembelaan terpaksa,
sehingga masyarakat dapat mengerti dengan jelas dan dapat menerima putusan
hakim yang dirasa “mengganjal” dengan melihat keadaan yang sebenarnya dan
bagaimana seharusnya hukum itu ditegakan agar mencapai suatu kepastian hukum,
serta dalam kasus ini untuk menjamin tegaknya keadilan hakim harus secara
profesional dan objektif pada saat akan memutus putusannya.

Lalu bagi masyarakat, hendaknya tidak berifat gegabah dan mudah

menghakimi putusan hakim khususnya tehadap putusan pembelaan terpaksa
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karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap hukum dan
yang terakhir kepada para legislator agar sekiranya dalam membentuk suatu
perundang-undangan untuk membuat suatu pedoman yang secara rinci dan
mengatur penjatuhan pidana oleh hakim agar terjadinya dispartitas khususnya
dalam kasus pembelaan terpaksa dapat berkurang.
5.1.4 Disparitas dan Upaya Untuk Menguranginya

Hakim tetap dapat berpedoman Para Undang-Undang No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan putusan untuk saat ini.
Lalu karena tugas hakim adalah menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang
di dalam masyarakat maka diharapkan hakim memperhatikan faktor disparitas
putusan pidana dan juga bersikap seadil mungkin. Hal tersebut agar dapat
mengurangi terjadinya disparitas pidana tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat.
Selain itu juga karena banyak masyarakat luas yang masih awam dan belum
mengetahui lebih dalam tentang hukum, oleh karena itu penegak hukum
diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang secara jelas
kepada masyarakat. Bahwa terjadinya disparitas putusan adalah hal yang wajar
jika disertai dengan alasan dan dasar hukum yang dipertanggungjawabkan oleh
hakim yang bersangkutan. Selain penegak hukum, maka dari kalangan akademisi
dan praktisi hukum juga dapat turut serta untuk memberikan wawasan kepada
masyarakat baik dengan cara melakukan seminar maupun mengadakan
penyuluhan bagi masyarakat maupun terdakwa yang ada di dalam tahanan. Dalam
upaya memperkecil adanya disparitas putusan pidana maka dapat dibuat pedoman

pemidanaan.
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